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Tim Penyusun
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Mata kuliah ini membahas mengenai peristilahan dan sejarah perkembangan ilmu perundang-undangan, konsep, jenis dan sifat norma hukum, asas formil dan materil peraturan perundang-undangan (PPUU), jenis dan  materi muatan PPUU, tata urutan PPUU, kewenangan pembentukan PPUU, Naskah Akademik, Bentuk dan  Sturktur PPUU, fungsi dan jenis kalimat perundang-undangan, perubahan, pencabutan, peralihan berbagai  PPUU, penjelasan, lampiran, pengundangan dan pemberlakuan PPUU, RUU, Ranperda.
B. Landasan Penyelenggaraan 

       Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan Praktikum Legal Drafting adalah: 

1.  Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi; 

2. Permenristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

C. Pengertian  Praktikum Legal Drafting 
   Praktikum legal drafting adalah kegiatan atau proses latihan dalam merancang/menyusun dokumen hukum seperti kontrak, perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya secara efektif dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menguasai teknik dan bahasa hukum, menghasilkan dokumen yang jelas dan tegas, serta meminimalkan risiko kesalahpahaman atau multitafsir di antara pihak-pihak yang terlibat.   
Praktikum ini dilakukan untuk memenuhi sebagian persyaratan pembentukan kompetensi profesi pada Program Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

D. Maksud Dan Tujuan 

      Tujuan Utama Praktikum Legal Drafting :

· Menciptakan Kejelasan: 

Memastikan dokumen hukum disusun dengan bahasa yang jelas, tegas, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait. 
· Menjamin Kepastian Hukum: 
Menghasilkan dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberikan kepastian hukum dan menghindari potensi multitafsir. 
· Mewujudkan Keadilan: 
Merancang norma hukum yang adil dan tidak merugikan secara tidak proporsional, dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis masyarakat. 
· Meningkatkan Efektivitas: 
Membuat peraturan dan dokumen hukum menjadi lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 
· Meningkatkan Keterampilan: 
Melatih dan meningkatkan kemampuan mahasiswa atau praktisi hukum dalam menerjemahkan kepentingan menjadi rancangan dokumen hukum yang handal. 
E. Status Dan Beban Akademik

        Praktikum Legal Drafting adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dengan bobot 3 SKS  yang dilaksanakan sekali setahun, yakni pada setiap semester genap 
BAB II

PENGELOLAAN PRAKTIKUM HUKUM PERADILAN AGAMA
A. Organisasi Pengelolaan 

        Praktikum Legal Drafting terpusat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat. Hal ini berarti bahwa perencanaan, penyusunan dan evaluasi program dikoordinasikan oleh Ketua prodi ilmu hukum organisasi pelaksana Praktikum Legal Drafting terdiri atas 5 (lima) komponen yaitu: 
1. Penanggung Jawab yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
2. Dosen pembimbing praktikum 
3. Mahasiswa peserta praktikum 
           Secara garis besar masing-masing komponen memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Penanggung jawab bertugas sebagai pengarah dan perumus kebijaksanaan serta menetapkan dosen pembimbing dan susunan panitia pelaksana yang menjadi pengelola pelaksanaan praktikum. 
2. Dosen pembimbing praktikum bertugas menyusun rencana kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengelolaan, serta menyampaikan dan menyusun laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan praktikum peradilan kepada penanggung jawab. 
4. Dosen Pembimbing Praktikum yang terdiri dari dosen Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang bertugas melakukan pembimbingan dan penilaian aktivitas mahasiswa peserta pada seluruh tahapan Praktikum Peradilan dan laporan akhir mahasiswa. 
5. Mahasiswa Peserta Praktikum bertugas mengikuti praktikum Legal Drafting yang dilaksanakan pada setiap perkuliahan
B. Periode dan Tempat Pelaksanaan

          Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
C. Persyaratan Peserta
            Untuk bisa mengikuti semua tahapan Praktikum Legal Drafting mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Lunas SPP 

Telah lulus dalam beberapa mata kuliah antara lain:

a. Pengantar Hukum Umum

b. Pengantar Hukum Indonesia

c. Hukum Administrasi Negara
d.  Hukum Perdata.

e. Hukum Tata Negara
D. Tahapan Praktikum Peradilan

Berikut rincian tahapan tersebut:

1. Persiapan:

Pemahaman Kasus/Permasalahan: Memahami tujuan dan latar belakang dari dokumen hukum yang akan dibuat. 

Perencanaan Struktur: Menentukan kerangka atau struktur dokumen yang akan disusun. 

Penelitian Hukum: Mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan serta referensi hukum yang relevan. 

2. Penyusunan Draf:

Pemilihan Istilah dan Bahasa: Menggunakan bahasa hukum yang formal, tepat, dan tidak ambigu. 

Penyusunan Klausa: Membuat setiap bagian (klausa) dari dokumen sesuai dengan struktur yang telah direncanakan. 

3. Revisi dan Pengeditan:

Pengeditan dan Revisi: Melakukan perbaikan dan penyempurnaan draf untuk memastikan kejelasan dan kelancaran. 

4. Pemeriksaan dan Validasi:

Pemeriksaan Hukum: Memastikan bahwa dokumen sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

Validasi dan Persetujuan: Memperoleh persetujuan dari pihak terkait. 

5. Penyelesaian:

Penyerahan dan Penyelesaian: Menyerahkan dokumen akhir kepada pihak yang berwenang.
BAB III
A. Persiapan Sebelum Praktikum

Sebelum mulai praktik, mahasiswa harus memahami teori dasar legal drafting, aturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengenal berbagai jenis dokumen hukum. Pelajari contoh-contoh dokumen resmi, serta siapkan bahan pendukung berupa modul, KUH Perdata, dan standar penulisan.

3. Materi Praktikum

Materi inti mencakup:

· Struktur naskah hukum (judul, pembukaan, batang tubuh, penutup)

· Bahasa hukum yang efektif: jelas, sederhana, dan bebas ambiguitas

· Proses pembuatan draft mulai dari perencanaan, penyusunan, revisi, hingga finalisasi

· Prinsip dan kaidah penyusunan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan

4. Langkah Praktik

Mahasiswa akan praktik menyusun draft dokumen hukum tertentu (misal peraturan pemerintah,):

1. Menentukan tujuan dan ruang lingkup dokumen

2. Merancang struktur naskah sesuai standar

3. Menulis klausul-klausul dengan bahasa tepat

4. Melakukan peer review untuk melihat kejelasan dan konsistensi

5. Merevisi draft berdasarkan masukan

5. Studi Kasus Praktis

Dengan menggunakan contoh dokumen nyata, mahasiswa mengidentifikasi kelemahan bahasa dan substansi hukum. Kemudian mereka mengajukan revisi agar naskah tersebut lebih jelas, runtut, dan sah secara hukum, serta memenuhi tujuan pihak-pihak terkait.

6. Penilaian Praktikum

Penilaian dilakukan berdasarkan:

· Ketepatan dan kejelasan bahasa dalam draft yang dihasilkan

· Kesesuaian isi dengan kaidah hukum

· Partisipasi aktif dalam diskusi dan peer review

· Kemampuan memperbaiki draft sesuai masukan

BAB IV
EVALUASI

         Praktikum Legal Drafting  merupakan mata kuliah intra kurikuler wajib di Perguruan Tinggi untuk jenjang strata-1, maka penilaian terhadap mahasiswa dilakukan secara akademik . 
Evaluasi praktikum mata kuliah legal drafting biasanya didasarkan pada beberapa kriteria penilaian yang mempertimbangkan aspek kualitas draft yang dibuat, pemahaman materi, serta partisipasi mahasiswa. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang evaluasi praktikum legal drafting:

 1. Kualitas Draft yang Dihasilkan

- Penilaian dilakukan terhadap kejelasan bahasa hukum yang digunakan dalam draft.

- Draft harus bebas dari ambiguitas dan memenuhi standar format legal drafting.

- Kesesuaian isi draft dengan prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Draft harus menunjukkan logika penyusunan yang runtut dan sistematis.

 2. Pemahaman Konsep dan Materi

- Mahasiswa harus mampu menjelaskan dasar hukum dan proses teknis pembuatan dokumen.

- Mampu menerapkan prinsip-prinsip legal drafting dalam praktik penyusunan draft.

- Evaluasi melalui tanya jawab, ujian tertulis, atau presentasi hasil draft.

 3. Partisipasi dan Kerjasama

- Penilaian atas aktifitas mahasiswa selama praktikum, termasuk diskusi dan peer review.

- Kesiapan mengikuti arahan dan kemampuan menerima serta mengimplementasikan masukan.

- Kerjasama dalam tim saat melakukan revisi draft atau studi kasus.

4. Penyelesaian dan Ketepatan Waktu

- Draft harus diselesaikan sesuai dengan jadwal praktik yang telah ditentukan.

- Ketepatan waktu menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa.

5. Penilaian Akhir dan Umpan Balik
- Penilaian akhir biasanya berupa kombinasi nilai draft, aktivitas kelas, dan ujian.

- Dosen memberikan umpan balik konstruktif untuk memperbaiki kualitas drafting mahasiswa.

- Mahasiswa didorong untuk melakukan revisi dan peningkatan berdasarkan umpan balik.

Evaluasi ini penting untuk memastikan mahasiswa tidak hanya memahami teori legal drafting, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara praktis dalam penyusunan dokumen hukum yang valid dan efektif
Penilaian Akhir
Penghitungan nilai mahasiswa untuk praktikum mata kuliah legal drafting biasanya menggunakan sistem penilaian komprehensif yang menggabungkan beberapa aspek berikut:

1. Kehadiran (10%)

   - Penilaian berdasarkan keaktifan dan konsistensi hadir di setiap sesi praktikum.

2. Performance atau Partisipasi (20%)

   - Meliputi keaktifan dalam diskusi, peer review, kerja kelompok, serta kontribusi praktis selama kegiatan praktikum.

3. Penugasan atau Tugas Mandiri (20%)

   - Penilaian terhadap kualitas penugasan seperti pembuatan draft dokumen hukum, latihan revisi, dan studi kasus.

4. Ujian Tengah Semester (UTS) (20%)

   - Tes atau ujian yang mengukur penguasaan teori dan aplikasi legal drafting pada tengah semester.

5. Ujian Akhir Semester (UAS) (30%)

   - Tes akhir yang menguji keseluruhan pengetahuan dan keterampilan legal drafting.

Nilai akhir dihitung dari rata-rata tertimbang kelima komponen tersebut (total 100%), dengan konversi ke skala nilai akademik (misalnya 0-4). Jika salah satu komponen bernilai 0, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Sistem ini bertujuan menilai secara menyeluruh tidak hanya hasil akhir draft, tetapi juga proses pembelajaran dan partisipasi mahasiswa
Perhitungan Penilaian Akhir 
Sangat baik : A : 9-10 
Baik : B : 7-8 
Cukup : C : 5-6 
Kurang : D : 3-4

BAB IV

PENUTUP
Praktikum Legal Drafting ini merupakan bagian penting dalam pembelajaran hukum di Fakultas Hukum pUniversitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang memberikan pengalaman langsung dalam menyusun dokumen hukum mulai dari rancangan peraturan perundang-undangan hingga kontrak dan keputusan hukum. Melalui kegiatan praktikum, mahasiswa tidak hanya memahami teori legal drafting, tetapi juga mampu menerapkan teknik-teknik penyusunan naskah hukum yang efektif, jelas, dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Diharapkan setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa memiliki kompetensi untuk menjadi perancang dokumen hukum yang handal, mampu mengantisipasi potensi masalah hukum, serta berkontribusi dalam proses legislasi. Penguasaan keterampilan legal drafting juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk berkarir di bidang legislatif, advokasi, atau bidang hukum lainnya yang sangat membutuhkan keahlian teknis ini serta memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan dan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

